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TENTANG :

PtrMEENTUKAN SEKRETARIAT SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU
PtrNAI{GGULANGAN KEMISKINAN

DtrNGAN *'*O' TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang '. a. bahwa dalam rangka mempermudah identifikasi
kebrrtuhan masyarakat miskin dan .rentan miskin serta
rnenghubungkan dengan program-program perlindungan
sosroJ dan penanggulangan kemiskinan yang diberikan
oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten
agdr lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih fokus,
perlu membentuk, kelembagaan secara terpadu;

" b. bahwa berdasarkan pertimtrrangan sebagaimana dalam
huruf , a .perLu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang

, pembentukan- Sekretariat Sistem Layanan dan Rujukan
Terpadu fenanggulangan l(emiskinan;

Mengingat : L. Undang-Undang Nomor 1i Tahun . 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial. (LeSnb.aran Negara Republik
Irrdonesia Tahun 2OA9.Nomor '12. Tambahan Lembaran
Negara Repubtrik Indonesia Nomor a9671;

2" Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OL1 tentang
Fe:-lnganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Irrdonesia Tahun 2Ol1 No.mor 83, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5235);

3" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201:4 tentarrg
Ferilerintahar, Daerah (Lembaran Negara Republik
trndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembararr

. . Negara Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimaua' teiah betrrerapa kali diubah terakhir Cengan Undang-
{.Jnclang.lt{omor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
,{tas Undang*Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembraran Negara Republik
L.donesia 'Nahun 2015 Nornort.58, Tarnbahan Lernbaran
lqegara Republik indonesia Nomor 5679\;



Menetapkan :

2.

4.. 'Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2074 tentang
Pnogram Penanggulangan Kemiskinan;

5. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2OlA tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskirian (Lembaran
Ir egara Republik Indonesia fdfrdn 2015 Nomor lgg\

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun
2A1rJ, tentang Kesejahteraan. Sosial (Lembaran Daerah
Kahupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 7);

MEMUTIJSKAN:.

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIA'I
SISTEM I,AYANAN DAN RUJUKAN TERPADU
FENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUh,{

Dalarn Feraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

:1. Daerah adalah Kabrrpaten Cianjur

?. Pemerintah Daeral, adalah Pernerintah Kabupaten Cianjur.

3. Bupati adalah Bup,ati Cianjur.

4. Perangkat Daerah adalaLr;unsur pembantu Bupati dan Dewan. Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelengghraan uruusan pemerintahan yang
rnenjadi kewenangan daerah.

5. Dinas adalah perangkat daearah dilingkungan daerah Kabupaten Cianjur
yang ruang iingkup tugas" dan tanggungjawabnya meliputi urusan

' penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

6. Lerrrbaga adalah instansi di truar pemerintahan daerah yang ikut bereran
aktif maupun pasif dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Cianjur
serta instansi vertikal, perusahaan, swasta, organisasi masyarakat,
trembaga swadaya masyarakat dan lain train.

7. Fenanganan Kerniskinan adalakr kebijakan dan program pemerintah
. pusat, provinsi da:. pernerintah daerah yang dilakukan secara sistematis,

terencana, dan bersinergi dengan dunia .usaha dan masyarakat dalarn
rangka rheningkatkan derd at kesej ahteraan rakyat.

8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhein material,
spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu
mengernbangkan diri sehingga dapat melaksanakal fungsi sosialnya.

g. Fenyandang Vlasalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat
. PMKS adalah perseorangan. keluarga, kelompok dan/atau masyarakat

karena satu hambatan kesulitan atau gangguan tidak dapat terpenuhi
kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani mapun sobiai.secara memadai
dah wajar,



' 'i 10. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS
adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyaiakat baik manusia,
sosial 'maupun alam yang dapat digali , dqn .didayagunakan untuk

: kesejahleraan. *oJial dan mampu rnembantu miningt<atkan taraf
i' kesejahteraan sosiC masSzarakat.

11,SekretariatSist'"nLayananRujukanTerpaduPenanggu1anga5r
Kemiskinan .yang selanjutnya disebut $ekretariat . SLRT adaiah unit
pelaksaria pelayanan terpadu lintas'sektoral yang menangani masalah
kesejahteraan sosial datam rangka mengatasi berbagai permasalahan
sosial di masyarakat.

12. Sistem. Informasi Manajernen yang selanjutnya disingkat SIM adalah
sarana pen"dulsung dalam pelaksanaan Sekretariat SLR'I'.

13." Dashboard adalah gambaran atau visualisasi data hasil pelaksanaan SLRT
yang digunakan sebagai salah satu sarana untuk
pem*a.ntauan/mlnitoring data implernentasi SLRT oleh penyelenggara
SLRT dan terhubung dengan Dashboard Nasional.

:

,

KE",EMBAGAAN S EKRETARI.AT SLRT

. Pasaf2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dilientuk Sekretariat SLRT.

,. (2) Sekretariat' SLRT merupakan unsur pelaksana pemberian pelayanan
. secara terpadu yang membantu mengindentifikasi keluhan masyarakat

rniskin dan rentan miskin, melakukan rujukan, dan memantau

.. penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan keluhan tersebut
dit'angani dengar, baik didasarkan pada pemanfaatan pelayanan dibidang:

'. a. pendidikari;

r;:.h"#,c. kependudukan;
cl. sosial;
e. ekonorni dan usaha; dan

. : f. pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan rnasyarakat.

(3) Sekretariat SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat ( i) dipimpin oleh
kepala. sekretariat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui kepala dinas sebagai lini terdepan yang bergerak di bidang
pelayanan sosial secara langsung meiiputi:
a. aksesibilitabi layanan sosial;

" b. peiayanan sosial untuk rujukan;
c. pelayanan sosial r.lntuk advokasi; dan
d. ,penyedia data dan inforrnasi.
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Paragral 2 ..

Struktr.rr Sekretariat SLRT

Fasal 2

(,1) Struktur Sekretariac SLRT terdiri dari:
a. Penanggung Jawab
b. Kepaia Sekretariat (Manajer) SLRT

Kabupaten
c. Kepala sub bagian Tata Usaha

d. Kepala seksi Data dan PelaPoran

: . Kepala Dinas
: Kepala Bidang

Sosia-l 1

: Kepala Seksi
Kemiskinan

: Kepala Seksi
PSKS

Pemberdayaan

Penanganan

Pemberdayaan

e. Kepaia Seksi Kesehatan :

f. Kepatra Seksi Pendidikan :

g. , Kepaia Seksi Sosiai dan Ekonomi :

Unsur Dinas Kesehatan
Unsur Dinas Pendidikan
Badan ' Perencanaan
Fer4bangunan Daerah

()) Unsurr Pelaksana pada Sekretariat SLRT:
a. fron.t rffrotu J.;;;; tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) menerima keluhan warga terkait lalanan sosial di Daerah dan
, melakukon registrasi terkait laporan yang diterima;

2) rnemberikan lnformasi terkait. layanan . yang tersedia di
' Sekretariat SLRT serta menyampaikan mekanisme penanganan
keiuhan;

3). rnemberikan iqformasi'tentang program-program perlinilungan
sosial dan penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari
pusat, provinsi dan kabupaten atau kota serta layanan dan
progiam yang dikeiola oleh pihak non pemerintah; dan

,. ' 4\ r-nemeriksa apakah warga yang melap.or ada atau tidak daiam
d.ata terpadu progralrr penanganan fakir miskin Sekretariat

* i SLRT:* i 
a) ape:ila ada di dalam data'terpadu-program penanganan fakir

miskin, kemudian meineriksa dan menganalisis' serta
rneneruskan ke bagian back offtce sesuai dengan jenis
keluhan; dan

, b) apab-l.r tidak ada dalam data terpadu program penanganan
fakir miskin, hragian frortt offi.c:e mencatat profil dasar warga

' sebagai pre-list:
.ti. back office dengan tugas dan filngsi sebagai berikut:

I) menerirna keluhan warga jr*r.g telah di periksa oleh bagian front
office;

2) memberikan jawaban atau kepastian atas adr"tan yang diterima;
3) melakulkan penangd"nan keluhan warga yang'dapat ditangani di

Sekretariat SLRT; rlan
4| atas persetu.juan manajer, mernberi rujukan ketruhan warga

| , yang tidak dapat rtritangani di Sekretariat SLRT kepada
pengei.ltra progran'I terkait di'kabupaten atau kota, provinsi, dh"n

kementerian atau Lembaga pusat sebta program yang dikelola
otreh pihak nonpernerintah.

(3) Penetapan dan penunjukan personil pada struktur Sekretariat SLRT

, ditetapkan dengarr <eputusan Bupati"



BAB III

TUGAS, FUNGSI, SAS,qRAN, qAN MANFAAT

. Tugas SLRT

asal' 1

Tugas dari Sekretariat SLRT adalah sebagai berikr'-lt:
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Sekretariat

SLRT Daerah dd-n kecarnatan;
1r" "rnelakukan pengurnpulan d.an reuiew data;
c. rnerekrut dan mengelolafasllitator dan superuisor;
d. meqekrut dan melatih tirn sr.rrvei sesuai kebutuhan, bekerjasama dengan

Lembaga terkait, seperti BPS, di tingkat'pusat rri'aupun Daerah;
e. melal<ukan eniry data di tingkat Daerah, 'berdasarkan data yang

eiikumpulkan olefr fasilitator seteiah ditelaah oleh superuisor;
l. Nlelakukan perneringkatan calon penerima manfaat untuk kebutuhan

, program Daerah;
g 

-Mefahtkan 
rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan prt)gram kepada

pengelola'prograln terkait, baik pusat maupun daerah ;

5. rnefuecektdu"r, *.rrindaklanjuti keluhan penduduk miskin dan rentan yang

disamp4ikan kepada pengelotra pro$rarn terkait;
i. rnembangun dan rnenindaklanjuti kemitraan dengan Lembaga non-

pemerintah sebagai ' tanggungiawab sosial;
j" melakuku.r, *ooi-toring terhatap Puskesos di tingkat desa atau kelurahan

clengan meiibatkan kecamatan; dan
k. menyLrsun Laporan kegiatan SLRT Daerah untuk disampaikan kepada

sekrbtariat naiionatr dan pihak terkait lainnya di Daerah.

Fungsi

Pasal 4

F r.rngsi Sekretariat SLR I meliputi:
. a. integrasi informasi, data dan layanal;
b. identifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan;
c. pencatatan kepesertaan dair kebutuhan program; dan ' :

d. pemutakhiran- data terpadu prograrn penanganan takir miskin secara

dinarnis"

:xlT
Sasararl Seliretariat 9LRT adalah:
a. kelompok masyarakat miskin dan rentan rniskiri (rumah tangga, keiuar$a;

dan individu)" yang rnemiliki status sosial ekonomi 4Oo/" terbawah
berdasarkan basis drLta terpadu program penanganan fakir miskin;

5. kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan misl<in, termasuk
, PMKS

Fasai 6

Manfaat Sekretariat SLRT adalah:
u. iri"l."si clan' keinudahan penjangkauan program;
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tr. data terphdu program penanganan fakir miskin yarg bisa dikeloia dan
digunakan bersa-ma untuk penargetan berbagai program;
peningkatan akuntabilitas program dan mengurangi resiko penyelewengan;
dan

i1)

()\

C,

d. kemudahan monitoring dan penyempurnaan pelaksanaan program menjadi
ietlih cepat rrranfaat. \

BAB IV
} 

PROSEDUR PELAYANAN SEKRtrTARIAT SLRT

Pasal 7

Individu atau kelu,lrga atalr rumah tangga miskin mendatangi kantor
Fuskesos di desa atau kelurahan atar-r SLRT di Daerah menyampaikan
keluhan dan. perrnasaiahannya, atau Individu atau keluarga ata.u rumah
tangga rniskin dikunjungi oleh fctsilitat<tr Sekretariat SLRT di rumahnya.

Keluhan dan permasalahan diterima oleh front office di bagian informasi
clan registrasi serta diteruskan ke bagian reuietu dan analisis atau lieluhan
dan perrnasalahan dicatat dan diaaalisis oleh /asilitator menggunakan
sistem apiikasi SLRT dan diteruskan ke Sekretariat SLRT Daerah setelah
d'iperiksa dan disetujui oleh xtperuisor.

individu atar.l keluarga atau rumah tangga diperiksa statusnya dalam data
terpadu program penanganan fakir miskin oleh bagian reuiew dan

3:a1l-;-;,dak ade. di datam data terpadu prograrir penanganan fakir miskin
maka diusulkan setiagai daftar awal uqtuk dimasukkan kedalarn Data
terpadu prograr.q penanganan fakir miskin setelah melaiui verifikasi
dan vaiidasi;

b. jika ada di dalarn data terpadu program penanganan fakir miskin maka
keluh.an atau perrnasalahannya dikaji dhn dipetakan, untuk
diteruskan kebagian program dan back offi.ce untuk ditindaklanjuti
sesuai dengan keluhan atau kebutuhan programi

c. bagian program dan iayanan mernberikan informasi lebih detail tentang
keluhan atau prograrn yang dibutuhkan, dan memproses lebih lanjut
sesuai keluhan atau ketlutuhan progrs.rrh; dan

d'. {<eluharrt dan program yarig dibutuhkan individu atau keluarga atau
nrmah tangga tidak bisa ditangani langsung oieh Sekretariat SLRT,
maka diteruskan ke pengetrola program terkait di Kabupaten (Perangkat

,Daerah atau nonpemerintah), Provinsi atau Pusat;

BAB V

SISTEM II\FCRMASI MANAJEMEN

Pasal 8

(1) SiM terdiri dari beberapa komponen, yang meliputi:
a. infrastruktur SIh/l meliputi server terpr.lsat yang rnenjadi host basis

dat-a Sekretariat . Str RT, penyimparlan da"ta, dan jaringan, serta
penangkat pendukung lainnya yang dikelola oleh pusdatin kemensos;

b. perangBat.keras penunjEng bagi petugas SLRT untuk menjalankan
.SIM;

c. sistem basis data Sekretariat,SLRT data untuk aplikasi SLRT disimpan
dalam sistem basis data SLRT yang terhubung dengan seruer Pusat

'l)ata dan inforrnasi Kementerian Sosiai:

i3)
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d. aplikasi dan pengguna aplikasi Sekretariat SLRT terdiri dari;
1. aplikasi berbasis android, yang digunakan oleh fasilitiztor

meqggunak an tablet a[au sma rtplwne ;
2. aplikasi berbasis web, yang digunakan oleh oerbagai petugas

Sekretariat SLRT;
3, apiikasi SLRT-PP (Pengelola Program); dan

' 4. aplikasi SlRT-Administrator untuk pptu.gaq administrator Daerah,

. aplikasi ini digunakan oieh . Administrator untuk mgngatur
pengguna SI,RT (username, profil petugas, penggantian petugas,
d1l) di tingkat Daerah, lokasi penugasannya, serta informasi terkait
program Daerah, dan pustaka tanya jawab mengenai program
Daerah {Frequently Asked Questions);

BAB VI :. 
PENINGKATAN KAPASISTAS DAN OUTPUT KINERJA

Paragraf 1

Pasal 9

Petugas Sekreta.riat SLRT wajibr mendapatka4 pelatihan dasar tentang
pelayanan dasar pelayanan sosial . baik yang diselenggarakan oleh
pemerintah, pgsat, .provinsi rnaupun Daerah, desa atau kelurahan serta
peiatihan yang dilaksanakan oleh dunia usaha ata.u Lernbaga Swadaya
Masyarakat.

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ay?t (1) meliputi bimbingan teknis
sesuai d,engan tugas pokok petugas SLRT.

Setetrah melakukan atau mengikuti .bimbingan teknis bagi penyelqnggara
SI-RT di tingkat kabrupaten yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial,
Dinas .dan Ferangkat Daerah terkait bersarna Pemerintahan desa atau
kelurahan melakukan penjajakan pembentukan pusat kesejahteraan
sosial di desa atau kelurahanhya.

Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah t'erkait Pemerintahan desa
atau kelurahan rnelakukan sosia-lisasi dan mempraliarsai pembentukan
pu'sat kesejahte:aan sosial, proses sosialisasi. hendaknya mengundang
seluruh Kepala oesa atau kelurahan dan aparat'kecamatan.

Ketentuan rnengenai pembentukan pusat kesejahteraan sosial diatur
dengan Peraturan Bupati.

*rrtou-t
Fasal 10

Output kined a Sekretariat SLRT adalah :

a. tersqdianya data PMKS;
b" 'terlaksananya pemrf,tahiran data keluarga penerima manfaat secara

dinamis; dan
gr?

(1)

(21

{r}

(4)

(s)
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c. pehc.atat"r, 
t k.p.seitaan dan kebutuhan program fiu,nlah masyarakat

"yang ditangani).
..'

BAB VII. ' ..

BIAYABIAYA

Pasal 1 I

Segala biaya yang timnul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini
- dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain
yang sah dan tidak 'mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

.

BAB VI

KETEIITUAN PENUTUP

Pasal 12

al diundangkan.
Agar setiap orang. m jngetahuinya, memerintahkan.pengundangan Peraturan
Bupati i'Li dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciat'rjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 27 Desember 2018

PELAKSANA TUGAS
BUPATI CIANJUR,

rtd.

[{ERMAN:SUHERMAN

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 27 Desen:Ler 2018

BtrRITA DAERAH KABUPATtrN CiANJUR TAHUN 2018 NOMOR 96
:
I


